BAB IV

ANALISIS MASLAHAH DAN IMPLIKASI TERHADAP PELAKSANAAN
KURSUS CALON PENGANTIN

A. Analisis Maslahahterhadap Implementasi Kursus Calon Pengantin

Dalam Hukum Islam Perkawinan merupakan sebuah akad yang
sangat kuat atau mithagan ghalizan, dengan tujuan yakni untuk membentuk
sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah." Oleh sebab itu untuk
mengetahui bagaimana menjalani kehidupan berumah tangga para Calon
Pengantin hendaknya memiliki bekal berupa pengetahuan tentang kehidupan
berumah tangga, sehingga dapat terwujud sebuah tujuan dari perkawinan itu
sendiri.

Dalam kehidupan berumah tangga tentu akan mengalami
permasalahan, namun bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut dan
menyatukan dua pemikiran dari orang yang berbeda, sehingga dalam rumah
tangga tersebut tercipta keharmonisan. Tak jarang permasalahan yang timbul
dalam perkawinan atau selama menjalani kehidupan berumah tangga, yang
disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya, kurangnya pemahaman serta
pengetahuan tentang perkawinan dan tata cara menjalani kehidupan berumah
tangga, menjadi pemicu terjadinya perceraian. Perceraian merupakan perkara
yang halal, namun dibenci oleh Allah. Selain karena perceraian dapat

menimbulkan dampak yang negatif utamanya bagi anak.

! Abdurrahman, Kompilasi Hukum Di Indonesia (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), 114.
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Dalam hukum Islam mengenal konsep maslahah yang oleh ulama
ushul fikih dikategorikan menjadi tiga macam, yakni a/ maslahah al
mu’tabarah, al maslahahal mulgah, dan al maslahah al mursalah?
Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491 tahun 2009
tentang Kursus Calon Pengantin termasuk dalam kategori a/ maslahah al
mursalah hal ini sesuai dengan definisi dari mas/ahah mursalah itu sendiri
yakni suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara eksplisit oleh syara’
dan tidak pula ditolak.

Implementasi Kursus Calon Pengantin berdasarkan Peraturan
Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ. 11/ 491 tahun 2009 tentang Kursus
Calon Pengantin merupakan sebuah kemaslahatan karena kegiatan tersebut
memberikan pembekalan berupa pengetahuan serta pemahaman bagi para
Calon Pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan. Secara eksplisit
dalam Hukum Islam tidak ditetapkan mengenai kegiatan Kursus Calon
Pengantin tersebut dan tidak pula menolaknya. Oleh sebab itu kegiatan
Kursus Calon Pengantin ini termasuk dalam kategori a/ maslahah mursalah.

Ditinjau dari segi maslahah implementasi Peraturan Direktur Jenderal
Bimas Islam nomor Dj.11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin
termasuk dalam kategori a/ maslahah hajiyah, yakni suatu kemaslahatan yang
terkandung dalam segala perbuatan atau tindakan yang dilaksanakan demi

mendatangkan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan.

? Amir Syarifuddin, Ushul Figih ..., 327.
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Kepala KUA yang penulis wawancarai memandang bahwa Kursus
Calon Pengantin merupakan kemaslahatan yang seharusnya dilaksanakan
sebagaimana mestinya. Kepala KUA memandang Kursus Calon Pengantin
sebagai program yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat khususnya
bagi Calon Pengantin dengan adanya Kursus Calon Pengantin mendatangkan
manfaat dan mas/ahah bagi Calon Pengantin yaitu Calon Pengantin dibekali
pengetahuan tentang perkawinan dan bimbingan menjalani rumah tangga
sehingga membantu mereka terhindar dari kerusakan atau mudharat di dalam
rumah tangganya kelak. Namun, pandangan Kepala KUA ini terhambat
dengan keterbatasan dana, sarana dan prasarana dalam pelaksanaannya. Baik
KUA yang menerapkan dan tidak melaksanakan Kursus Calon Pengantin
mengungkapkan bahwa pelaksanaan Kursus Calon Pengantin seyogyanya
sangat diperlukan bagi Calon Pengantin untuk bekal dalam menjalani
kehidupan rumah tangganya.

Kegiatan Kursus Calon Pengantin merupakan sebuah kegiatan
dengan cara memberikan pembekalan berupa pengetahuan bagi para Calon
Pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan, dengan harapan agar
memahami bagaimana tata cara menjalani kehidupan berumah tangga,
sehingga tercipta kelancaran dan kemudahan selama menjalani kehidupan
berumah tangga. Serta mendapatkan sebuah kesuksesan yakni tercapai tujuan
mulia dari suatu perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk sebuah

keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmabh.
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Dengan pembekalan tersebut diharapkan para Calon Pengantin
diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga
ketika timbul suatu permasalahan dapat diatasi dengan baik, dan tidak
berakhir dalam penceraian.

Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam tentang
Kursus Calon Pengantin merupakan suatu kegiatan yang mengandung
kemaslahatan dengan cara pemberian pembekalan berupa pengetahuan
kepada para Calon Pengantin tentang bagaimana cara menjalani rumah
tangga, dengan adanya pembekalan tersebut diharapkan ketika terdapat suatu
permasalahan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik sehingga
mampu mengurangi angka penceraian.

Selain mengandung nilai mas/ahah implementasi Peraturan Direktur
Jenderal Bimas Islam nomor Dj. 11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon
Pengantin juga termasuk katagori maslahah mursalah hal ini dikarenakan
Kursus Calon Pengantin merupakan langkah prefentiv atau pencegahan
dengan cara memberikan pembekalan mengenai kehidupan berumah tangga
kepada Calon Pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan. Hal ini
sejalan dengan konsep maslahah mursalah itu sendiri untuk mengerjakan atau
meninggalkan, sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang
besar atau kemaslahatan. Karena penceraian merupakan perkara halal namun
dibenci oleh Allah dan penceraian juga memberikan dampak buruk utamanya
bagi psikologi anak. Sehingga diharapkan dengan adanya Kursus Calon

Pengantin yang memberikan pembekalan tentang kehidupan berumah tangga,
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pasangan tersebut dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik agar
tidak berunjung pada penceraian.

. Implikasi atas Kursus Calon Pengantin di KUA Surabaya

Bimbingan konseling diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan
Calon Pengantin, baik dari segi fisik. Sebagaimana dikatakan KUA yakni
untuk meningkatkan kesejahteraan dan kekuatan keluarga, maka diperlukan
ilmu pengetahuan tentang berbagai aspek yang menyangkut kehidupan
keluarga, baik interaksi pola antar individu dalam keluarga maupun pola

interaksi antar keluarga dalam sistem sosial yang lebih besar.

Dampak bimbingan Kursus Calon Pengantin dalam menetapkan
Calon Pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah
di BP4 kota Surabaya yakni adanya persiapan dari Calon Pengantin terutama
terkait dengan materi yang disampaikan, pasangan Calon Pengantin sebelum
mengikuti bimbingan banyak hal yang tidak mereka ketahui tetapi
berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa Calon Pengantin
mengaku bimbingan Kursus Calon Pengantin ini sangat bermanfaat untuk
mereka, karena banyak pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak ketahui
setelah mengikuti bimbingan menjadi mengerti, serta mereka ingin
senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas
perkawinan serta mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, kekal menurut
tuntunan Islam. Keberhasilan yang telah dicapai dari program ini adalah
adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai

seorang suami dan istri. Sehingga dalam kehidupan berumah tangga



67

terbentuk sikap saling pengertian, serta saling menghargai, karena dari
kebanyakan kasus penceraian yang terjadi sekarang ini, salah satunya
disebabkan oleh faktor kurangnya rasa pengertian antara suami istri dan
komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya keterbukaan antara
pasangan suami istri. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri
dalam memahami hak dan tanggung jawabnya menjadi tolak ukur

keberhasilan program ini.

Berdasarkan data peserta bimbingan Kursus Calon Pengantin dengan
persentase pekerjaan, umur serta pendidikan yang rata-rata hanya lulusan SD
sebanyak 12,25%, lulusan SMP sebanyak 20%, lulusan SMA sebanyak
28,66%, dan lulusan S1 hanya 6,98%, tetapi hal ini memungkinkan untuk
sebuah keluarga mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah karena
Calon Pengantin yang mengikuti proses bimbingan Kursus Calon Pengantin
di BP4 kota Surabaya ini telah mempunyai pekerjaan walaupun persentase
terbesar yakni dari swasta sebanyaknya 75% dan PNS hanya 25%. Keluarga
tidak datang begitu saja tetapi harus diperjuangkan untuk kehadirannya maka
melalui bimbingan Kursus Calon Pengantin inilah BP4 kota Surabaya ingin
mewujudkan keluarga tentram, damai, dan keluarga yang sakinah mawaddah

wa rahmabh.

Namun apabila seseorang akan melakukan penceraian sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku maka harus melalui prosedur

yang telah ditetapkan. Prosedur penceraian bagi pegawai Negeri Sipil diatur
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dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 39 sampai dengan
pasal 41 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 pasal 14 sampai
dengan pasal 36. Dari ketentuan tersebut maka ada 2 macam penceraian
yaitu: cerai talak dan cerai gugat. Menutut pasal 41 ayat 3 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk
memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi
bekas istri. Indonesia berada diperingkat tertinggi memiliki angka penceraian
paling banyak dalam setiap tahunnya, dibandingkan Negara Islam di dunia
lainnya. Apabila angka penceraian di masyarakat terus mengalami

peningkatan saat ini, BP4 dimintai agar lebih mengoptimalkan tugasnya.



